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Matfud O: Pasel Penghiaan Paemen Bereban

Jakarta, Pelita

Pakar Hukum Tatanegara yang juga mantan
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menijai
pasal penghinaan kehormatan DPR yang ada
dalam Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD
dan DPRD atau UU MD3 betlebihan.

“Menurut saya itu berlebi-
han,” kata Mahfud dalam dis-
kusi bersama awak media di
Kantor Kepatihan, Yogyakar-
ta, Senin (19/2). Disebutkan
Mahfud, penghinaan terhadap
seseorang atau jabatan publik
tertentu pada dasarnya sudah
diatur dalam Kitab Undang-Un-
dang Hukum Pidana (KUHP) se-
hingga tidak perlu diatur secara
khusus dalam UU MD3.

“Barang siapa mencemar-
kan atau menghina seseorang

dan jabatan publik sudah ada
di KUHP, kenapa diatur lagi di
sini (UU MD3) seharusnya ting-
gal lapor saja,” kata dia.
Memunculkan kemba-
li aturan itu dalam UU MD3,
menurut dia, justru berpotens
merampas kewenangan pen-
egak hulkum, padahal DPR bu-
kan lembaga penegak hukum,
melainkan lembaga politik,
“DPR itu lembaga demokra-

si, sedangkan penegak hukum
adalah lembaga nomokrasi se-

hingga jangan dicampur-cam-
pur,” kata dia.

Mahfud menganggap kemun-
culan pasal pemidanaan bagi
setiap orang yang menghina
atau merendahkan kehormatan
DPR dan anggota DPR dalam
UU MD3 di sisi lain menanda-

- kan DPR cenderung antikritik

atau takut dikritik.

Dia pun tidak setuju den-
gan hak imunitas DPR RI ses-
uai Pasal 245 dalam revisi UU
Nomor 17 Tahun 2014 karena
membuat lembaga itu berpel-
uang besar bebas dari tuntut-
an hukum.

“Saya setuju dengan ma-
syarakat. Kita protes ini en-
tah bagaimana caranya nanti,”
kata Mahfud seperti dikutip An-
tara. Dalam pasal itu menye-
butkan jika anggota DPR terli-
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bat masalah hukum tidak ser-
ta merta bisa diperiksa atau
ditangkap kecuali dengan izin
presiden dan atas persetujuan
atau rekomendasi Majelis Ke-
hormatan Dewan (MKD).

“Ini kita tidak setuju karena

itu membuat kekebalan hu-
kum. Membuat peluang ang-
sota DPR bebas dari tindakan
hukum kalau melakukan krim-
inal,” kata dia.

Disebutkanny MK sudah per-
nah membatalkan dan meng-
hapus Pasal 245 sehingga dipu-
tuskan setiap anggota DPR
yang terlibat kasus hukum
hisa diperiksa dengan izin pres-
iden tanpa melalui rekomenda-
si MKD. Selain itu, surat izin
presiden juga tidak diperlukan
jika anggota DPR terlibat korup-
siL atau terfangkap tangan.

Hak imunitas DPR, kata
Mahfud, hanya bisa diberi-
kan kepada anggota DPR vang
herbicara di depan forum res-
mi dalam rangka menjalankan
tugasnya.

Sementara sebelumnya, Ket-
ua DPR RI Bambang Soesatyo
mengimbau masyarakat agar
tidak khawatir dengan aturan
larangan menghina parlemen
atau “contempt of parliament”
yang ada dalam UU MD3 hasil
perubahan kedua.

Bambang menegaskan siap
mempertaruhkan jabatannya
jika sampai ada rakyat yang
dipenjara lantaran mengkritik
DPR. “Tidak benar kalau ada
yvang menilai DPR anti-kritik.
Saya tegaskan bahwa DPR bu-
tuh kritik untuk meningkatkan
kinerja,” kata dia.(did)
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